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ABSTRAK
Reza Zairah Nur Putri Alwiwikh (B 111 13 568), judul skripsi :
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang
Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.177/Pid.Sus-
Anak/2016 /PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak Muhadar selaku
pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana
materil terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak
dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 177/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana
pencurian berat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
177/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan
Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak
yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani
perkara pencurian berat yang dilakukan oleh anak, serta mengambil
salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana
pencurian beratan yang dilakukan oleh anak.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1)
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian berat yang
dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
177/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1(satu)
ke-3 dan ke-4 KUHP.(2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berat
dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 177/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan
keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut
Umum serta fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah,
sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat
berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama
menyangkut masalah pemenuhan (sosial ekonomi) akan kebutuhan
hidup. Hal ini bisa saja tidak akan menjadi masalah jika dibarengi
dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk bersaing
di era globalisasi ini.
Akan tetapi jika hal yang sebaliknya terjadi akan meninmbulkan
pikiran negatif bagi seseorang untuk mengupayakan agar kebutuhan
hidupnya dapat terpenuhi dengan layak. Hal ini semakin dipersulit
dengan sulitnya lapangan pekerjaan, sehingga memperoleh uang
dengan cara halal semakin susah dilakukan oleh beberapa orang
yang memiliki kapasitas serta kesadaran yang rendah akan dirinya
sendiri dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang sangat
penuh resiko tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga berdampak
pada kehidupan keluarga dan lingkungannya yaitu dengan melakukan
tindak kejahatan yang melawan hukum.
Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh
setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk
2menghapuskan kejahatan, tidak akan mudah disebabkan karena
kejahatan itu memang tidak bisa dihapuskan. Dan alasan yang
dikemukakan oleh pelaku tindak pidana dalam membela dirinya, tetap
saja sulit diterima karena perbuatan yang dilakukan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain.
Hampir tiap hari media-media di Indoneisa baik cetak maupun
elektronik menyajikan beberapa perbuatan atau tindakan yang
melanggar hukum serta menganggu ketenangan dan keserasian
hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian.
Kejahatan pencurian itu sendiri termuat dalam buku KUHPidana,
dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian,
mulai dari kejatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan
pencurian pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan
(Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian kekerasan (Pasal 365
KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367
KUHP).
Salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah
pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian
kualifikasi diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan
pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam
pelaksanaanya disertai oleh keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang
di maksud adalah salah satu dari yang ada di Pasal 363 Ayat (1) ke-1
s/d ke-5 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
3Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa
dalam pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan
yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.
Pelaku tindak pidana pencurian-pun tidak tanggung-tanggung
dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur, dimana dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu
seseorang yang berumur 12 tahun sampai 17 tahun dan belum
berumur 18 tahun dikategorikan sebagai anak (Undang-Undang No.11
tahun 2012 Sistem Pradilan Pidana Anak). Maraknya pencurian yang
dilakukan oleh anak seringkali ditengarai oleh kondisi psikologi yang
belum stabil serta adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan
dari orang dewasa.
Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus
tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu
saja ada perbedaan perlakuan anatara orang dewasa dan anak dalam
hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai
upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi
muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan
yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan
ketertiban sosial.
Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan
oleh anak dibawah umur (18 tahun), tempat kejadian perkara di Jl.
Abu Bakar Lambogo No.24 kel. Bara-Barayya Selatan kecamatan
4Makassar kota Makassar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016
sekitar pukul 11.00 Wita, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Makassar. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri
Makassar dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam
keadaan memberatkan” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan pada
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan
memberatkan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh
Anak (Studi Kasus Putusan No. 117/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak
pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus
Putusan No. 117/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks?
2. Bagaimanakan pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian berat
dalam studi kasus Putusan No. 117/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks?
5C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu:
1. Untuk dapat mengatahui dan memahami bagaimana penerapan
hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian berat yang
dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan No. 117/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks
2. Untuk dapat mengatahui dan memahami bagaimana pertimbangan
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak
sebagai pelaku pencurian berat dalam kasus Putusan No.
177/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan
pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi bentuk perilaku-perilaku
menyimpang dalam masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran
bagi masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan
sikap tertib hukum.
6BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana1
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam
kepustakan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau
perbuatan pidana atau tindak pidana.
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari
peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana,
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak
Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:
1. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana;
1 Amir Ilyas,2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.18-21
72. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan
Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
dan
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan
Kriminal.
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas
tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:
1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan
perbuatan.
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman (pidana).
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya
dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya
berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi
rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang
(selanjutnya disingkat uu) adalah bagaimana kenyataan tindak
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan
8yang ada.
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
a. Unsur-unsur formil
1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
b. Unsur-unsur materiil
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus
benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan
yang tak patut dilakukan.
Sedangkan unsur-unsur  tindak pidana menurut Rancangan
KUHPidana Nasional, yaitu :2
a. Unsur-unsur formil
1. Perbuatan sesuatu
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
4. Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
5. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
2 Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm.10
9diancam dengan pidana.
b. Unsur-unsur materil
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum,
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu
memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat
melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka
perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu
dibedakan dalam dua macam, yaitu :
1. Unsur objektif
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak
pidana. Menurut P.A.F. Lamintang3, unsur objektif itu adalah "unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan."
Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi:4
1. Perbuatan atau kelakuan manusia
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya
membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif
misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia
3Ibid, hal. 11
4Ibid, hal. 12
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mengatahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu,
dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang
menghadapi maut.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara
material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana
delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-
benar menghilangkan nyawa seseorang.
3. Unsur melawan hukum
Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh
peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus
bersifat melawan hukum msekipun unsur ini tidak dinyatakan
dengan tegas dalam perumusannya.
4. Unsur lain yang menetukan sifat tindak pidana
Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat
tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan
subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana
pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana
tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal
subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-
437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilkukan
oleh pegawai negeri.
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5. Unsur yang memberatkan pidana
Maksudnya, di dalam perbutan pidana itu ada hal-hal yang
dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatanya
tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya
diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal
333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan
tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka
beratancaman pidananya diperberat menjadi paling lama
sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian
ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
Hal ini misalnya : membujuk atau membantu orang lain untuk
bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau
orang itu jadi bunuh diri.
1. Unsur Subjektif
Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai
berikut:5
“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang tergantung dalam hatinya.”
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
5 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 193
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4) Merencanakan terlabih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut
Pasal 340 KUHP;
5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau
tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang
dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld).
a) Kesengajaan (dolus)
Dalam crimineel weetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum
pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah kemauan
untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.6
6 Leden Marpaung, 2009, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, SinarGrafika, Jakarta, hlm.13
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Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar
telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:7
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).
b) Kealpaan (culpa)
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan
kesadaran).
Simons8 menerangkaan “kealpaan” bahwa umumnya kealpaan itu
terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu
perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun,
meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin
juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari
perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-
undang.
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan
itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat
7Ibidhal.13
8 Ibidhal.13
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mutlak. Suatu akibat yanng tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat
diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan
tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu
perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat
mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”.
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas dua, yaitu:
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku
telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat,
tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat
tersebut.
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si
pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya
suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-
undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya
suatu akibat.
B. Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe”
dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam,
sembunyi-sembunyi tanpa diketehui oleh orang lain. Mencuri berarti
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mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang
mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti
perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.
Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur
didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya
minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang
sesungguhnya.9
Didalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan:
“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau
sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
sembilan ratus rupiah”.
Dari ketentuan di atas Pasal 362 KUHP merupakan pencurian
dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di
rumuskan secara tegas dan jelas. Sedangkan pada Pasal-Pasal
KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian,
akan tetapi cukup disebutkan nama,kejahatan pencurian tersebut
disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.
9 Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta,Hlm. 01
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima
pencurian yaitu:
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)
1) Tindak Pidana Pencurian biasa
Istilah “pencurian biasa” digunakan untuk beberapa pakar
hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti
pokok” pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang
rumusannya sebagai berikut:10
“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau
sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
sembilan ratus rupiah”.
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur
pencurian biasa adalah:
1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
10 R.Soesilo, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor,Hlm. 249
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2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau
Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam
KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan
pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya
disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.11
Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:
1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’
“diterangkan dalam Pasal 101” di sini adalah binatang memamah
biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda,
keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan
karen tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi.
Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat
sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang
petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi
atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan
atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan
pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat,
karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang
sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak
11 R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik
Khusus,Politea,Bogor.Hlm.120
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terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang
yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi
rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Supaya
masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus
bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55)
bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang
yang lain hanya membantu saja (Pasal 560).
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat
ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.
Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan
(Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Hal ini
tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa
dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang
memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan
cara tertentu.
Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9
tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
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serta dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat
atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.
3) Tindak Pidana Pencurian Ringan12
Hal ini tersebut dalam pasal 364 KUHP yang isinya sebagai
berikut:
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363
No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5
asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga
barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh
rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman
penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 900,-
1. Ini dinamakan pencurian ringan yaitu:
a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP) asal harga barang
yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,--.
b. Pencurian dilakuakan dua orang atau lebih (Pasal 363
sub 4) asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-
12 Ibid, Hlm. 126
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c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang
diambilnya dengan jalan membongkar, memacahdsb
(Pasal 363 sub 5) jika:
1. harga tidak lebih dari Rp. 250,-
2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya.
2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga
barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp.250,- tidak bisa
menjadi pencurian ringan yaitu:
a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)
b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka
lain (Pasal 363 sub 2)
c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang
yang berada disitu tidak dengan setahunya atau
kemaunnya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3) dan
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)
3. Misalnya:
a. B mencopet dipasar dari saku baju orang
sebanyaknya Rp. 20,- pencurian ringan;
b. A dan B (dua orang) mencopet di pasar dari saku baju
orang uang Rp.23,-
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c. A pada waktu siang, dengan tidak setahu yang
berhak masuk kedalam rumah itu barang seharga
Rp.24,- = pencurian ringan
d. Jika pencurian tersebut diatas ini dilakukan pada
waktu malam, maka bukan pencurian ringan, tetapi
pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 sub 3)
karena dilakukan pada waktu malam, dalam rumah
dan masuknya dengan tidak setahu yang berhak.
e. Harga itu tidak lebih dari Rp.250,- jadi persis Rp.250,-
masuk pencurian ringan. Pencurian barang yang
harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak
masuk pencurian ringan.
f. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan13
4). Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian dengan kekerasan yaitu yang tersebut dalam pasal
365 KUHP ialah diancam hukuman penjara maksimun 9 tahun,
pencurian yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan
bagi diri sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan
13 R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea,
Bogor, Hlm. 123
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kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri
tetap dalam kekuasaanya.
Kekerasan artinya mempergunakan tenaga physik atau
jasmaniah tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul,
menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dari segala
macam dan sebagainya, termasuk pula mengikat orang atau
menutup dalam kamar. Menurut pasal89 KUHP disamakan dengan
kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
5). Tindak Pidana Pencurian dalam Kalangan Keluarga
Hal ini tersebut dalam pasal 367 KUHP yang isinya sebagai
berikut:14
a. Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami
atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu
sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka
yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W) dimana
berlaku peraturan tentang “cerai meja-makan tempat-tidur”
yang berarti perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi
hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam
suatu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi
atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai
meja-makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan
dari suami/isteri yang dirugikan (delik aduan);
14 Ibid, hlm. 130
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b. Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah
atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas
berapa derajat), misalnya : cucu, anak,bapak/ibu mertua,
kakek/nenek mertua dan sebagainya, turunan menyimpang
dalam dua derajat, misalnya: saudara laki-laki dan saudara
perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari
memmpunyai barang, hanya dapat dituntut apabila ada
pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri itu
(delik aduan)
c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (matriaracht)
kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak
kandung, maka peratuan tentang pencurian dalam kalangan
keluarga tersebut pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada
orang itu, misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta
benda mamaknya (adat minang kabau) itu adalah delik aduan.
3. Unsur Tindak Pidana Pencurian
Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-
unsur :15
a) Perbuatan “mengambil”
b) Yang diambil adalah suatu “barang”
15 R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea,
Bogor, Hlm. 117-119
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c) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagaian kepunyaan
orang lain”, dan
d) Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak
memiliki barang itu dengan melawan hukum”.
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak
pidana pencurian, orang tersebut terlebih dahulu terbukti memenuhi
semua unsur tindak pidana pencurian yang terdapat didalam
rumusan Pasal 362 KUHP:
a) Mengambil
Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam
kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum,
diantaranya Prof.Simons, maka menebang pohon belum dapat
diartikan “mengambil”, tetapi baru merupakan “percobaan”;
mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan
tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat,
sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak
bergerak (onroerend goed),sehabis ditebang barulah menjadi
barang yang bergerak (roerend goed). Sebelum diambil barang
itu belum berada di dalam kekuasaan pengambil, apabila pada
waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangannya, maka
perbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk
penggelapan (Pasal 372).
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b) Barang
Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang
berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan
barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat
bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu
harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap
barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah,
gedung-gedung dan sebagainya. Orang yang menguasai
barang-barang ini kepunyaan orang lain seperti tanah sawah
dan sebagainya itu, sehingga dapat menjualnya, bukan
dikenakan pasal pencurian, akan tetapi Pasal 385 KUHP yang
biasa disebut kejahatan “Stellienaat”
Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir
senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi
sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak perlu,
misalnya seorang yang mengambil beberapa helai rambut
wanita (tidak ada harganya ekonomis) untuk dipakai melakukan
guna-guna dapat pula dipersalahkan mencuri.
Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud, jika dialirkan
pada kawat atau pipa, merupakan barang yang dapat dicuri.
Barang-barang yang tidak dimiliki seseorang (res nullius),
burung atau binatang liar yang hidup dalam alam dan
sebagainya, tidak dapat merupakan objek pencurian.
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Barang temuan, walaupun yang punya tidak dikenal, belum
merupakan barang tanpa pemilik, sehingga jika dimiliki oleh
yang menemu merupakan pencurian.
c) Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain
Sebagaian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B
membeli sebuah sepeda telah dibayar bersama-sama, sehingga
sepeda itu adalah milik A dan B. Andaikata sepeda itu disimpan
dirumah A dan kemudian diambil dan dimiliki oleh B dengan
melawan hak, maka B telah melakukan pencurian terhadap
barang yang untuk sebagaian kepunyaan A.
Sekarang suatu umpama; A mempunyai sebuah sepeda,
karena ia butuh uang, sepeda itu ia gadaikan kepada B Rp.
20.000,-. Pada suatu malam tidak setahu B, A masuk dirumah
tersebut, kemudian oleh A dijualnya. Dapatkah A dipersalahkan
mencuri sepeda?
A tidak dapat dipersalahkan mencuri sepeda oleh karena
sepeda itu kepunyaan sendiri dan bukan kepunyaan orang lain.
Menurut hukumnya dalam hal gadai ini,barang yang digadaikan
itu tetap kepunyaan orang yang meminjam uang, barang itu
disimpan oleh yang menerima gadai, gunanya sebagai jaminan
uang yang di hutangkan itu. Dalam hal ini A dapat pula
dihukum, akan tetapi dikarenakan Pasal 404 KUHP, bukan
pencurian, akan tetapi melarikan barang dari orang yang
mempunyai hak gadai di atasnya.
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d) Dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan
melawan hukum
Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak
memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya
bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan
hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang
lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak.
Seorang yang oleh karena “keliru sangka” miliknya, mengambil
suatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain, itu tidak
dipersalahkan mencuri, oleh karena unsur “melawan hukum”
tidak ada.16
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan
Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan
sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan
cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu
diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih
dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang
diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.17 Hal ini diatur dalam Pasal 363.
Tindak pidana Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan
ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde
16 Ibid hal.119
17 Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung,Hlm.19
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distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:18
(1). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh
tahun:
1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kareta api, hura-hura,
pemeberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu,
atau pakai jabatan palsu.
18 P.A.F. Lamintang, 2009, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.34
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(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan
salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan tahun.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363
KUHP adalah :
1. Pencurian Ternak
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan
ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak”
diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan
pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya.
Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain
sebagainya19. Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan
pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan
harta kekayaan yang penting.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,
gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kareta api,
hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang (pasal 363 ayat (1) ke-2
KUHP)
Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu,
bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi
juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak
19 Wiryono Projodikoro, Op.cit., Hlm.21
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terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara
terjadinya dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan.
Artinya pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana
untuk melakukan pencurian.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363
ayat (1) ke-3 KUHP)
Ad. 1 . Unsur “malam”
Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah
waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
Ad. 2. Unsur “dalam sebuah rumah”
Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan
sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk
yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan.
Bahkan termasuk pengertian “rumah“ adalah gerbong kareta api,
perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman.
Ad. 3. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya
sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata,
tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan
tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang
seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan
yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.
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4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan
bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama
dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka
bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak
bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului
pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada
persamaan waktu mengambil barang-barang.
Dengan digunakannya kata gepleeged (dilakukan),  bukan kata
begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua
orang atau lebih yang masuk istilah medelplegen (turut melakukan)
dari begaan (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada
dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut
melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat
bekerja sama. Jadi, pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku
apabila hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada seorang
pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.20
Berkerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah
mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan
pencurian, kemudian hhanya seorang yang masuk rumah dan
mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk
menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan
mereka diketahui orang lain.
20Ibid, Wuryino Projodikoro, Hlm.22
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5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya
(Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP)
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam
suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi
apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari
suatu peti rusak.
Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi
lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui
lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan
untuk membatas suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.
Menurut Pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga
meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk
membuka kunci, seperti sepotong kawat.21
Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah
perintah, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar
dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah
seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk
memasuki sebuah rumah.22
21 Ibid,Wiryono Projodikoro, Hlm.23-24
22 P.A.F. Lamintang,Theo Lamintang,op.cit.,Hlm.50
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D. Anak
1. Pengertian Anak
Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan
hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh
sebelumnya (Pasal 1 Convention on the Rights of the Child). Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-
anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang
No.23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 4 Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)23.
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak terlantar adalah anak
yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik,mental, spritual
maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak
yang menyendang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan
atau mental sehingga menganggu pertumbuhan dan perkembangannya
secara wajar (Pasal 1 butir 7). Anak yang memilki keunggulan adalah
anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan
23 Abdussalam,2016,Hukum Perlindungan Anak,PTIK,Jakarta,Hlm.5-6
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atau bakat istimewa. Anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, waki yang sah atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan
anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-
undang No.23 tahun 2002). Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh
seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan,
perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hak anak adalah bagian dari hak
asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk
menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak
Nakal”. Anak Nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.24
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang
Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah“anak
24Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.25
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut
langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.
Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya
perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan
bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent,
disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami
hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani,
jasmani, maupun sosial.
Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah
“hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”26
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah:
“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-
haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.27
25Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
26 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 53.
27Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk
melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik
kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar
hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana, berdasarkan Pasal
59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak,
pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban
untuk memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri anak.
Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak
tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan
jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. Bahkan,
putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan,
program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional
lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-
cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan
keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.28
E. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak
1. Sanksi Pidana
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11
tahun 2012 berupa:
1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari
28 Maidin Gultom, op.cit., hlm. 42.
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a. Pidana peringatan
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
b. Pidana dengan syarat:
1. Pembinaan di luar lembaga
Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang
dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Pelayanan masyarakat
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang
dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif
3. pengawasan
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling
singkat 3 (tiga) bulan paling lama 2 (dua) tahun.
c. Pelatihan kerja
Pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama
1 (satu) tahun.
d. Pembinaan dalam lembaga
Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara
dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan
martabat anak
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak diatur dalam Pasal
81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah:
1) Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan
masyarakat.
2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½
(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa.
3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan
sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat.
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5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya
terakhir
6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.
2. Sanksi Tindakan
Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak
Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
1. pengembalian kepada orangtua
2. penyerahan kepada seseorang
3. perawatan di rumah sakit jiwa
4. perawaran di LPKS
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:
1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
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peradilan umum
c.Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan
dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal Anak belum
berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial
Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi
yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan
dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di
dalam putusan.
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a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana
Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus.
Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan
pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku
pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana
lain.
1) Dasar pemberatan pidana umum
a) Dasar pemberatan karena jabatan.
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP
yang dirumuskan sebagai berikut:
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana
memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya
ditambah sepertiga.29
b) Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera
kebangsaan.
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a
29 Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana pada
waktu melakukan kejahatan digunakan bendera
kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan
tersebut dapat ditambah sepertiga.”30
c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.
Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP,
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari
ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486,
Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488
yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain diluar
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam
ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah
dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi
banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya
saja, melainkan seperti dari 6 (enam) hari kurungan
menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat
(2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda
diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan
Pasal 501 ayat (2).
2) Dasar pemberatan pidana khusus
Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan
pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana
30 Lihat Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak
pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya
dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar
pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak
pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat.
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat
dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 363
KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan
bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal
375 KUHP.
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana
1) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum
a) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya
telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan
belas) tahun serta belum pernah kawin. Dalam Pasal 79
ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama
setengah dari maksimum pidana penjara yang
diancamkan pada orang dewasa.
b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1)
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KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada
kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena
orang yang mencoba itu atau orang yang membantu
hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat
suatu tindak pidana tertentu.
2) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus
Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak
pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk
segala macam tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian
ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP
2. Pertimbangan Sosiologis
Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000,
menentukan bahwa dalam pemidanaan hakim juga wajib
mempertimbangkan:
1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup
6. dan keadaan sosial ekonomi  pelaku;
7. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
8. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap
korban atau keluarga.31
31 Lihat Pasal ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di Jl. R. A Kartini Np.23
Telp. 0411 324058 sebagai instansi yang berwenang penuh dengan
penanggulangan masalah yang diteliti. Adapun alasan penulis memilih
lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah
diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.
B. Jenis Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam
penulisan proposal penelitian ini terbagi atas dua yaitu:
1. Data primer, yakni data yang masih harus ditelusuri secara
deskriptif dan kualitatif bersumber dari literatur yang melandasi
penelitian ini.
2. Data sekunder, yakni data penunjang yang diperoleh dari hasil
pengumpulan dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri
Makassar
C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
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1. Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian,
serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan
penelitian ini, seperti hakim.
2. Studi Dokumen
Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara
membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-
majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan
lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi
lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang
dibahas.
D. Metode Analis Data
Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian
lapangan, akan dianlisis dengan teori bidang hukum yang dijadikan
acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianilisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan situasi
dan kondisi yang terjadi sebelum persidangan, selama persidangan,
dan sesudah persidangan atas salah satu Putusan Pengadilan Anak
mengenai kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh
anak di kota Makassar tahun 2016.
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BAB IV
HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak dalam Studi Kasus
Putusan No. 117/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks
1. Posisi Kasus
Bahwa ia Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI
bersama-sama dengan Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR (berkas perkara
terpisah) pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00
WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016,
bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo Nomor 24 Kelurahan Bara-Baraya
Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau setidak-tidaknya di
Negeri Makassar, Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI
bersama-sama dengan Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR (berkas perkara
terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
Jupiter MX warna biru DD 6448 MD atas nama STNK SUDOMO milik Lk.
SUDOMO atau orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang
bersama-sama atau lebih, dengan caara antara lain sebagai berikut :
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Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak TAMRIN bin DG.
JUMA DG. NGEMPO alias ANRI bersama dengan Lk. SAHARUDDIN
alias SAHAR berboncengan sepeda motor Honda Beat milik Anak
TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI melintas di Jalan Abu
Bakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar,
Kota Makassar kemudian Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR melihat 1 (satu)
unit sepeda motor merk Jupiter MX warna biru sementara terparkir di
dalam pekarangan rumah, selanjutnya Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR
menyuruh Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI
memutar balik sepeda motor yang Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG.
NGEMPO alias ANRI kendarai lalu Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR
menyuruh Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI turun
untuk mengambil sepeda motor merk Jupiter MX warna biru tersebut,
sedangkan Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR menunggu di atas sepeda
motor milik Jupiter MX warna biru yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter
memantau situasi, dan setelah Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG.
NGEMPO alias ANRI berada di dalam saat itu Anak TAMRIN bin DG.
JUMA DG. NGEMPO alias ANRI langsung memutar sepeda motor milik
Korban Lk. SUDUMO, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut di
dekat rumah Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI di
Lr. Santaria Jalan Kerung-Kerung  dan menyimpannya selama sekitar 2
(dua) minggu, selanjutnya Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO
alias ANRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Lk. SAHARUDIN
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alias SAHAR lalu Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR membawa sepeda
motor tersebut ke rumah Lk. HARIS untuk dijual. Bahwa akibat pebuatan
Anak tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.
15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya kurang lebih dari
itu.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta
perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.
Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil
maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP
disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :
a. surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut
umum pembuat surat dakwaan;
b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa
yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan;
Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang :
1) Tindak pidana yang dilakukan;
2) Siapa yang melakukan tindak pidana;
3) Dimana tindak pidana dilakukan;
4) Kapan tindak pidana dilakukan;
5) Bagaimana tindak pidana dilakukan,;
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6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil).
7) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana
tersebut (delik-delik tertentu);
8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum
yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan
senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum
berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa
penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan
kepada terdakwa pelaku tindak pidana.
Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah
penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana
(delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur
delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-
unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat
dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara
jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur
libel). Surat dakwaan setidak-tidaknya memuat :
1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;
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2) Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur
delik;
3) Cara perbutan materiil dilakukan.
Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam
menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang
dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang
tercecer atau tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat
dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan,
baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan
tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun hal yang
luput dari kesalahan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang
pengadilan.
Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No
117/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang
disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Subsidiar. Surat
dakwaan subsidiair adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan
beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik  yang paling
berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi
yang seharusnya didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus
dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal
ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa secara cermat
perkara tersebut. Ini dapat dilahat dalam susunan dakwaan Jaksa
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Penuntut Umum dalam perkara Nomor Register Perkara: 117Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks, sebagai berikut:
Dakwaan Primair
Bahwa ia Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias ANRI
bersama-sama dengan Lk. SAHARUDDIN alias SAHAr (berkas perkara
terpisah) pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 11.00
WiTA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016,
bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo Nomor 24 Kel. Bara-Baraya
Selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidak-tidaknya di
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Makassar. Anak TAMRIN BIN DG. JUMA DG. NGEMPO ALIAS
ANRI bersama-sama dengan lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR (berkas
perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda
motor merk Jupiter MX warna biru DD 6448 MD atas nama STNK
SUDOMO milik lk. SUDOMO atau orang lain selain terdakwa dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan cara antara
lain sebagai berikut:
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak TAMRIN BIN DG.
JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI bersama dengan lk. SAHARUDDIN
ALIAS SAHAR berboncengan sepeda motor Honda Beat milik anak
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TAMRIN BIN DG. JUMA DG.NGEMPO ALIAS ANRI melintas di Jalan Abu
Bakar Lambogo Kel. Bara-baraya selatan Kecamatan Makassar Kota
Makassar kemudian lk. SaHAR|UDDIN ALIAS SAHAR melihat 1 (satu)
unit sepeda motor merek Jupiter MX warna biru sementara terparkir
didalam pekarangan rumah, selanjutnya lk. SAHARUDDIN ALIAS SAHAR
menyuruh anak TAMRIN BIN DG. JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI
kendarai lalu lk. SAHARUDDIN ALIAS SAHAR menyuruh anak TAMRIN
BIN DG. JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI turun untuk mengambil
sepeda motor merk jupiter MX warna biru tersebut, sedangkan
lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR menunggu diatas sepeda motor milik
merk Jupiter MX warna biru yang jaraknya sekitar 8 meter memantau
situasi,dan setelah anak TAMRIN BIN DG. JUMA DG.NGEMPO ALIAS
ANRI berada didalam saat itu anak TAMRIN BIN DG. JUMA DG.
NGEMPO ALIAS ANRI langsung memutar sepeda motor milik korban lk.
SUDOMO, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut didekat rumah
anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI di Lr. Santaria
jalan kerung-kerung dan menyimpannya selama sekitar 2
minggu,selanjutnya anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG. NGEMPO ALIAS
ANRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada lk. SAHARUDDIN
ALIAS SAHAR lalu lk. SAHARUDDIN ALIAS SAHAR membawa sepeda
motor tersebut ke rumah lk. HARIS untuk dijual. Bahwa akibat perbuatan
anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari itu.
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Perbuatan anaka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHPidana.
Dakwaan Subsidiar
Bahwa ia anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI pada
hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat
dijalan abu bakar lambogo kel. Bara-baraya selatan kecamatan Makassar
kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, anak
TAMRIN BIN DG. JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI telah mengambil
barang berupa 1 SUDOMO milik lk. SUDOMO atau orang lain selain
terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan
cara antara lain sebagai berikut:
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak TAMRIN BIN
DG.JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI bersama-sama dengan
lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR berboncengan sepeda motor honda beat
milik anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI melintas di
jalan abu bakar lambogo kel.bara-baraya selatan kecamatan Makassar
kota Makassar kemudian lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR melihat 1 (satu)
unit sepeda motor merk jupiter MX warna biru sementara terparkir didalam
pekarangan rumah, selanjutnya lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR
menyuruh anak TAMRIN BIN DG. JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI
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memutar balik sepeda motor yang anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG.
NGEMPO kendarai lalu lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR menyuruh anak
TAMRIN BIN DG.JUMA DG.NGEMPO ALIAS ANRI turun untuk
mengambil sepeda motor merk jupiter MX warna biru tersebut, sedangkan
lk. SAHARUDDIN ALIAS SAHAR menunggu diatas sepeda motor milik
jupiter MX warna biru yang jaraknya sekitar 8 meter memantau situasi,
dan setelah anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG.NGEMPO ALIAS ANRI
berada didalam saat itu anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG.NGEMPO
ALIAS ANRI langsung memutar sepeda motor milik korban lk.SUDOMO,
selanjutnya membawa sepeda motor tersebut didekat rumah anak
TAMRIN BIN DG.JUMA DG.NGEMPO ALIAS ANRI di lr. Santaria jalan
kerung-kerung dan menyimpannya selama sekitar 2 minggu, selanjutnya
anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG. NGEMPO ALIAS ANRI menyerahkan
sepeda motor tersebut kepada lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR lalu
lk.SAHARUDDIN ALIAS SAHAR membawa sepeda motor tersebut
kerumah lk.HARIS untuk dijual. Bahwa akibat perbuatan anak tersebut,
saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas
juta rupiah) atau setidak-tidaknya kurang lebih dari itu
Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHPidana.
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan pidana Penuntut umum Pada tanggal 09 Mei 2016, yang
pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:
1. Menyatakan anak TAMRIN BIN DG.JUMA DG.NGEMPO ALIAS
ANRI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TAMRIN BIN DG.JUMA
DG.NGEMPO ALIAS ANRI, dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan,
dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk
jupiter MX warna biru DD 6448 MD atas nama STNK SUDOMO
dipergunakan dalam perkara SAHARUDDIN ALIAS SAHAR.
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Amar Putusan Hakim
Adapun amar putusan hakim sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias
ANRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memrintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna biru DD 6448
MD, digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAHARUDDIN
alias SAHAR;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu Rupiah)
5. Analisis Penulis
Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana berusaha mencari
dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap
dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan
dalam surat dakwaan penuntut umum.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
penulis menyimpulkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak
sesuai dengan ketentuan, karena dakwaan yang dipakai oleh jaksa
penuntut umum adalah dakwaan subsidair, dimana dakwaan  subsidair
58
adalah dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang
disusun dan dijejerkan secara berurutan atau berturut-turut, mulai dari
dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada tindak pidana yang
teringan. Dalam praktek dan teori dakwaan subsidair hanya diajukan
apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu menimbulkan suatu akibat
dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa
ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan
tindak pidana tersebut.32 Perbuatan pidana yang menimbulkan suatu
akibat biasa dikenal dengan delik materiil. seharusnya jaksa memakai
dakwaan alternatif, karena dakwaan alternatif adalah dakwaan yang
diperuntungkan untuk tindak pidana formil, dimana tindak pidana formil
adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatan pelaku.
Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan
pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang
memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan
tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu
tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada
terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan
kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam
dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak
pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk
32 Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan
penuntutan, sinar grafika, jakarta, 2012, hlm 404
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kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.33Hal ini didasarkan pada jenis
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni, pencurian. Dalam hal
ini tindak pidana pencurian merupakan delik formil dimana, perbuatannya
yang dilarang.Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 363 KUHP
ayat (1) ke-3,4 dalam dakwaannya, yang semua bagian inti delik
tercantum di dalam Pasal 362 KUHP.
Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 adalah:
1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh
orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan
dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
Karena unsur pertama sampai dengan unsur ke empat dan unsur
ke enam dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah
terpenuhi, maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah
menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum
33HariSasangka, dkk. Penuntutan Dan TeknikMembuatSuratDakwaan, Dharma Surya Berlian,
Surabaya: 1996, hlm. 93
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yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan.
Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan
telah mengajukan bukti-bukti yang berupa keterangan
saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Keterangan Saksi Sudomo
Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00
Wita, bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo No.24 kel.bara-
baraya selatan Kecamatan Makassar kota Makassar. Sepeda
motor saksi diambil didalam pekarangan rumah om saksi (di
pekarangan rumah saksi Drs.Abdul Rahim) adapun barang yang
diambil adalah 1(satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna
biru DD 6448 MD atas nama STNK SUDOMO saksi tidak melihat
langsung pada saat terdakwa bersama temannya mengambil
sepeda motor tersebut, caranya saksi tidak tahu persis karena
pada saat kejadian saksi sementara berada diluar rumah sedang
mengantar barang di Jl. Inspeksi kanal bara-baraya, namun setahu
saksi pelaku masuk ke dalam teras pekarangan rumah milik Abdul
Rahim (om saksi) kemudian mengambil sepeda motor milik saksi
yang saat itu parkir keadaan terkunci leher. Pada saat sepeda
motor saksi ditemukan oleh polisi, ada yang berubah yaitu stikernya
hilang, knalpotnya dibongkar dan tempat sadelnya bengkok dan
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harga sepeda motor saksi sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas
juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan
karena selama sepeda motor saksi hilang saksi naik angkutan
umum pergi kerja.
2. Keterangan Saksi Abdul Rahim
Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira kel.Bara-
baraya selatan kecamatan Makassar kota Makassar. Adapun
barang diambil adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX
warna biru DD 6448 MD atas nama STNK Sudomo pelakunya 2
orang dan caranya saksi tidak tahu persis karena pada saat
kejadian saksi sementara berada diluar rumah kemudian ditelpon
oleh isteri saksi kalau sepeda motor milik saksi Sudomo hilang
diteras rumah namun setahu saksi pelaku masuk ke dalam teras
pekarangan rumah saksi kemudian mengambil sepeda motor milik
saksi Sudomo yang saat itu saksi Sudomo parkir dengan keadaan
terkunci.
3. Keterangan Terdakwa Tamrin bin Dg,Juma Dg.ngempo
Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 11.00
wita bertempat di jalan Abu akar lambogo No.24 kel Bara-baraya
selatan kecamatan Makassar Kota Makassar. Adapun barang yang
diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna
biru DD 6448 MD atas nama Sudomo adapaun caranya adalah
awalnya terdakwa bersama dengan Saharuddin berboncengan
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sepeda motor honda beat milik terdakwa kemudian Sahar melihat 1
(satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna biru sementara
terparkir didalam pekarangan rumah selanjutnya Sahar memaksa
dan menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor yang mereka
kendarai kemudian Sahar menyuruh terdakwa turun untuk
mengambil sepeda motor tersebut, sedangan Sahar menunggu
diatas sepeda motor milik terdakwa yang jaraknya sekitar 8 meter
memantau situasi, dan setelah terdakwa berada didalam saat itu
terdakwa langsung memutar sepeda motor milik korban lalu
membawa sepeda motor tersebut didekat rumah terdakwa di
Lr.Santaria jalan Kerung-kerung sekitar 2 minggu selanjutnya
Sahar membawa sepeda motor tersebut ke Haris untuk dijual.
4. Barang Bukti
1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna biru DD 6448
MD atas nama STNK Sudomo.
Menurut penulis dari hasil keterangan saksi dan terdakwa diatas
serta barang bukti yang ada terdakwa terbukti melakukan tindakan
mengambil barang milik orang lain yang berada didalam
pekarangan sebuah rumah dan terdakwa melakukan tindakan
tersebut bersama dengan Saharuddin alias Sahar, dengan kata lain
terdakwa melakukan tindakan tersebut sebanyak dua orang.
Dengan demikian penulis setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum menyimpulkan bahwa terdakwa secara hukum telah
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melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan
ke-4 KUHP tentang pencurian pemberatan.
B. Pertimbangan HukumHakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berat yang Dilakukan
Oleh Anak.
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui
putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak
kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara,
menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah
terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan
hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka
penegakan hukum dan keadilan.
Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat
dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan
terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut
dengan pemidanaan.
1. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama
persidangan, hakim anak tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan
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atau membebaskan anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya hakin
anak berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus
dipertanggung jawabkan kepadanya;
Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab,
maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana
atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang Undang
Repbuklik Indonesia 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;
Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak,
atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak
menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak);
Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam
laporan penelitian kemasyarkatan mengenai anak yang bersangkutan
merekomendasikan, agar anak dikembalikan kepada orang tuanya,
wali atau orang tua asuh atau diserahkan ke Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk dididik, dibina atau mengikuti
pendidikan dan pelatihan kerja demi masa depan anak, atau pendapat
lain dari hakim yang mulia;
Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasehat Hukum anak
telah mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana di
uraikan dimuka”
Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan
dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana
yang disertai kekerasan (vide Pasal 79 ayat (1) Undang Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak
dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak
akan membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang
Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, hakim anak
berpendapat karena umur anak sudah mendekatii dewasa dan tindak
pidana yang dilakukan anak adalah “pencurian dalam keadaan
memberatkan” adalah tepat bilamana terhadap anak tersebut dijatuhi
pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
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Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangakan berat ringannya
pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari
terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No.48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman), ketentuan tersebut berlaku pula
dalam pemidanan terhadap anak;
Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana
terhadap diri anak, hakim anak terlebih dahulu telah memperhatikan
keadaan-keadaan sebagai berikut:
Keadaan-keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan anak bersama Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR telah
merugikan saksi SUDOMO (Korban) sebesar Rp. 18.000.000,00
(delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidak kurang lebih dari
itu;
- Perbuatan anak bersama Lk. SAHARUDDIN alias SAHAR
meresahkan masyarakat;
Keadaan-keadaan yang meringankan:
- Anak belum pernah dihukum
- Anak tidak ikut menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya
- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Anak mengaku bersalah menyesal atas perbuatannya
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang
tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak, perlu
dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana
dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan
pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan
sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengngat eksistensi hukum itu
tidak berada dalam hampa nilai tanpa makna hakiki;
Menimbang, bahwa merupakan otoritas hakim anak untuk
menjatuhkan pidana terhadap anak dalam interval wakti dari yang
paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan
dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana
harus sebanding dengan bobot kesalahan anak, sesuai perannya
terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh
mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan
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arti dari hukuman itu sendiri. Pua pemidanan harus
mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa
raga) anak;
Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan
tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri anak, yang pada gilirannya
anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana
diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri anak, yang pada
gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan
kesalahan serupa;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta
mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan
nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif,
edukatif, dan korektif maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum
dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap
anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih
layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan anak dan tidak
bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;
Menimbang, bahwa karena anak telah ditangkap dan selanjutnya
ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani oleh anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
Menimbang, karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan
penahanan terhadap anak sementara masa penahanan terhadap
anak masih ada, maka harus dipertintahkan agar anak tetap ditahan;
Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Saharuddin
alias Sahar, utnuk itu dipertimbangkan agar dipergunakan dalam
perkara tersebut;
Menimbang, bahwa karena anak dinyatakan terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar baiya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 193
KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara
ini;
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M E N G A D I L I
1. Menyatakan Anak TAMRIN bin DG. JUMA DG. NGEMPO alias
ANRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memrintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna biru DD 6448
MD, digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAHARUDDIN
alias SAHAR;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu Rupiah)
3. Analisis Penulis
Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis melalui proses
wawancara dengan hakim mengenai hal yang diteliti penulis, maka
penulis membuat kesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh
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anak hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal.
Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis
dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta
beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa.
Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh Undang-undang
untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang
selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan
seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan
dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya
terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.
Hakim anak mendasarkan pembuktiannya terhadap kesalahan
terpidana berdasarkan 3 alat bukti yang sah yang diatur di dalam Pasal
184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Di dalam memutuskan perkara ini, Hakim Anak mempertimbangkan 2
(dua) orang saksi, yakni SUDOMO dan ABD RAHIM yang pada
kesaksiannya menerangkan bahwa para Terdakwa memang benar telah
melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) poin ke-3 dan
ke-4 KUHP.
Mengenai alat bukti “petunjuk”, Hakim Anak memperolehnya dengan
cara menghubungkan secara logis dan sistematis keterangan para saksi
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dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang berupa 1 (satu) unit
sepeda motor merk Jupiter MX warna biru DD 6448 MD.
Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum
untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah
memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal
183 KUHAP yang mengatur bahwa :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Hakim memang harus menegakkan ketentuan Undang-undang tetapi
tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan
suatu tindak pidana. Dari hasil wawancara penulis dengan hakim di
Pengadilan Negeri Makassar yaitu Suparman Nyompa SH, beliau
berpendapat bahwa
“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
dari Pembimbing Kemasyarakatan  sebelum menjatuhkan putusan
perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut
tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi
hukum. “dampak tidak dipertimbangkannya Penelitian Kemasyarakatan
oleh Hakim dalam Putusannya adalah batal demi hukum”
Dan beliau juga mengatakan bahwa ;
“anak yang berhadapan dengan hukum, proses persidangannya harus
sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Yang dimana dalam persidangan tersebut
bersifat tertutup untuk Umum, pakaian yang digunakan adalah pakaian
biasa, serta anak tersebut di dampingi oleh orang tua/wali, pengacara,
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dan dampingan dari pihak balai permasyarakatan (BAPAS) yang telah
melakukan penelitian mengenai kondisi anak tersebut dilingkungannya
dan ruang sidang untuk anak juga berbeda dari ruang sidang orang
dewasa yaitu ruang sidang anak lebih berwarna tujuannya agar anak
merasa nyaman saat memberikan keterangan”
Berdasarkan tuntutan jaksa dan putusan hakim serta hasil wawancara
penulis terhadap salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar, penulis
tidak sependapat dengan putusan hakim yang memberikan terdakwa
vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di LPKA. Menurut
penulis, sanksi tersebut terbilang berat untuk terdakwa melihat bahwa
terdakwa masih dalam kategori anak dan keadaan-keadaan yang
meringankan yaitu anak belum pernah dihukum, anak tidak ikut menikmati
hasil tindak pidana yang dilakukannya, anak bersikap sopan dan berterus
terang di persidangan, anak mengaku bersalah menyesal atas
perbuatannya, dan anak merupakan tulang punggung keluarganya karena
bapaknya telah meninggal,hakim seharusnya menjatuhkan sanksi
tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak.Karena menurut
penulis dengan hukuman penjara di LPKA  selama 1 (satu) tahun 4
(empat) bulan tidak akan menjanjikan efek jera terhadap anak.
Dengan demikian, maka penulis tidak setuju dengan putusan hakim
yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan
hal-hal sebagai berikut :
1. Hakim Anak dalam memutus perkara Nomor 177/Pid.Sus-
Anak/2016/PN. Mks. telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum pidana materiil dan formiil sehingga putusan
tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah
terpenuhi semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut
hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak
pidana pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi. Tetapi
surat dakwaan jaksa penuntut umum kurang tepat karena
memakai surat dakwaan subsidiar yang seharusnya dalam
tindak pidana pencurian menggunakan dakwaan alternatif,
karena pencurian merupakan delik formil.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 177/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks yakni dengan melihat terpenuhi semua
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unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk
dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3
dan ke-4 KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti
ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal
yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.
Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap
para terdakwa dalam kasus tersebut menurut penulis tidak
sependapat dengan putusan hakim yang memberikan terdakwa
vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di LPKA.
Menurut penulis, sanksi tersebut terbilang berat untuk terdakwa
melihat bahwa terdakwa masih dalam kategori anak dan
keadaan-keadaan yang meringankan yaitu anak belum pernah
dihukum, anak tidak ikut menikmati hasil tindak pidana yang
dilakukannya, anak bersikap sopan dan berterus terang di
persidangan, anak mengaku bersalah menyesal atas
perbuatannya, dan anak merupakan tulang punggung
keluarganya karena bapaknya telah meninggal, hakim
seharusnya menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian
kepada orang tua anak. Karena menurut penulis dengan
hukuman penjara di LPKA  selama 1 (satu) tahun 4 (empat)
bulan tidak akan menjanjikan efek jera terhadap anak. Dengan
demikian, maka penulis tidak setuju dengan putusan hakim
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yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pada
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu)
tahun 4 (empat) bulan.
B. Saran
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang
terkait dengan penelitian penulis antara lain :
1.Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya jaksa
penuntut umum agar memperhatikan ketentuan aturan
pembuatan surat dakwaan. agar dapat membedakan dakwaan
alternatif untuk delik formil dan dakwaan subsidiar untuk delik
materiil.
2. Hakim Anak dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak
nakal harus memperhatikan dengan cermat kondisi psikis dan
sosial dari si anak dan masyarakat setempat sehingga putusan
tersebut tidak membuat si anak jadi merasa tertekan dan
depresi sehingga hasilnya malah merusak si anak, bukan
memperbaiki dan juga lebih mencerminkan keadilan dan
kebijaksanaan.
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